
 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR 13 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, 
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 

organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka 
perlu dilakukan perubahan APBD tahun          

anggaran 2016; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016. 

 
Mengingat : 1. 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

 

  
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 
 

  
5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 

  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4286); 

 

  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    

  
9. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
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10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

  
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 

  
12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

  
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

 

  
14. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  
  

  
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
 

  
16. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
 

  
17, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang 

Nomor 14 Tahun 2015  tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5907); 

 
  18. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

  
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

  
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
 

  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

  
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

    

  
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 

  
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

 

  
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009  tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

 

  
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5104); 
 

  31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010  

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 
 

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 
    
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

 

  
34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

  
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 
 

  
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

  
38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

 

  
39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5655); 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

 
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525); 

 
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 
 

  
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah, penganggaran dan 
pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

 

  
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 
 

  
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
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46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 
 

  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun          
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 

 
  48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

 
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

  
  

  
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan 

Rancaekek Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung  Tahun 2012 Nomor 19); 

  
  

  
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 

tahun 2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) 

sebagaimana telah dibuah dengan peraturah daerah 
Nomor 25 Tahun 2009 ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25); 
 

  
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2010 Nomor 11); 



10 

 

  
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 

tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan 

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 
Majalaya Kabupaten Bandung(Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6); 
 

  
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan 
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

 

  
55. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 

Nomor 1); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2016 Nomor 12). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
dan 

 
BUPATI BANDUNG  

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016. 

 
 

Pasal 1 
 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 
semula berjumlah Rp4.402.405.669.627,15 bertambah 

sebesar Rp739.982.661.277,59 sehingga menjadi                                
Rp5.142.388.330.904,74 dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Pendapatan 
 a. Semula Rp. 3.961.557.568.140,90 

 b. Bertambah Rp.    524.500.013.323,00 
   

 
Jumlah Pendapatan setelah perubahan              

Rp4.486.057.581.463,90 
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2. Belanja 

 a. Semula Rp. 4.402.405.669.627,15 
 b. Bertambah Rp.    739.982.661.277,59 

   
 
Jumlah Belanja setelah perubahan                     

Rp5.142.388.330.904,74 
 

   
Surplus/(Defisit) setelah perubahan              
(Rp656.330.749.440,84) 

 
 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan 
  1) Semula Rp.  456.348.101.486,25 

  2) Bertambah Rp.  215.482.647.954,59 
    

 
Jumlah Penerimaan setelah perubahan         
Rp671.830.749.440,84 

 
 

 b. Pengeluaran 
  1) Semula Rp. 15.500.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.           - 
 

      

   Jumlah Pengeluaran setelah perubahan        
Rp15.500.000.000,00 

 
    

  Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan      
Rp656.330.749.440,84 

 
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan Rp. – 

 
 

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 terdiri dari :  

 a. Pendapatan Asli Daerah 
  1) Semula Rp. 621.097.012.583,90 

  2) Bertambah Rp.   51.451.748.777,00 
 

      
  Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 

perubahan Rp672.548.761.360,90 
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 b. Dana Perimbangan   
  1) Semula Rp. 2.286.770.311.691,00 

  2) Bertambah Rp.      90.907.097.432,00 
 

      
  Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan     

Rp2.377,677,409.123,00 

 
 

 c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
  1) Semula Rp. 1.053.690.243.866,00 

  2) Bertambah Rp.    382.141.167.114,00 
 

      

  Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
setelah perubahan Rp1.435.831.410.980,00 

 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Pajak Daerah 

  1) Semula Rp. 276.755.000.000,00 
  2) Bertambah Rp.   26.915.000.000,00 

 
      

  Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan            
Rp303.670.000.000,00 
 

 b. Retribusi Daerah 
  1) Semula Rp. 30.210.907.705,90 

  2) Berkurang Rp.  (3.151.000.000,00) 
 

      
  Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan       

Rp27.059.907.705,90) 
 

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 
  1) Semula Rp. 57.890.050.378,00 

  2) Berkurang Rp.  (4.447.061.163,00)  
 

 

  Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan setelah perubahan                            

Rp53.442.989.215,00 
 

 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
  1) Semula Rp. 256.241.054.500,00  

  2) Bertambah Rp.   32.134.809.940,00 
 

      

  Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang 
Sah setelah perubahan Rp288.375.864.440,00 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) huruf b terdiri dari : 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
  1) Semula Rp. 217.422.886.691,00  

  2) Bertambah Rp.   49.125.397.432,00 
 

  Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak setelah perubahan Rp266.548.284.123,00 
 

 b. Dana Alokasi Umum 
  1) Semula Rp. 1.957.538.845.000,00  

  2) Bertambah Rp.             - 
 

  Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan 

Rp1.957.538.845.000,00 
   

 c. Dana Alokasi Khusus 
  1) Semula Rp. 111.808.580.000,00  

  2) Bertambah Rp.   41.781.700.000,00 
 

      

  Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan 
Rp153.590.280.000,00 

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan : 

 a. Dana Hibah 

  1) Semula Rp. 1.588.720.000,00  
  2) Bertambah Rp. -   

 
     -  

  Jumlah Dana Hibah setelah perubahan               
Rp1.588.720.000,00 

 
 b. Dana Darurat 
  1) Semula Rp.           - 

  2) Bertambah Rp.           - 
 

  Jumlah Dana Darurat setelah perubahan    Rp. – 
 

 
 c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah lainnya 

  1) Semula Rp. 347.329.082.866,00  
  2) Bertambah Rp.   32.143.307.572,00 

 
      

  Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan   
Rp379.472.390.438,00 
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 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 
  1) Semula Rp. 704.772.441.000,00 

  2) Bertambah Rp.   29.811.290.000,00 
 

      
  Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 

setelah perubahan Rp734.583.731.000,00 

 
 e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 

Lainnya  
  1) Semula Rp.             - 

  2) Bertambah Rp. 320.186.569.542,00 
 

   

Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah 
Daerah lainnya setelah perubahan                       

Rp320.186.569.542,00 
 

 
Pasal 3 

 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari: 
 a. Belanja Tidak Langsung 

  1) Semula Rp. 2.815.372.451.529,31  
      
      

  2) Bertambah Rp.        6.283.743.828,20 
 

      
  Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 

perubahan Rp2.821.656.195.357,51 
 

 
 b. Belanja Langsung 
  1) Semula Rp. 1.587.033.218.097,84  

  2) Bertambah Rp.    733.698.917.449,39 
 

      
  Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan     

Rp2.320.732.135.547,23 
 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari : 

 a. Belanja Pegawai 
  1) Semula Rp. 2.294.930.135.728,65  

  2) Berkurang Rp.     (66.077.522.740,00) 
 

      

  Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan        
Rp2.228.852.612.988,65 
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 b. Belanja Bunga 
  1) Semula Rp.        - 

  2) Bertambah Rp.        - 
 

  Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. - 
 

 

 c. Belanja Subsidi 
  1) Semula Rp.        - 

  2) Bertambah Rp.        - 
   

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. – 
   

 d. Belanja Hibah 
  1) Semula Rp. 131.217.543.900,00  
  2) Bertambah Rp.   45.826.471.825,00 

 
      

  Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan          
Rp177.044.015.725,00 

 
 e. Belanja Bantuan Sosial 
  1) Semula Rp.  12.617.250.000,00  

  2) Bertambah Rp.    5.100.000.000,00       
 

  Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 
Rp17.717.250.000,00 

 
 f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 
  1) Semula Rp. 248.192.763.939,03  

  2) Bertambah Rp.     6.366.539.743,20  
 

  Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan 
Desa setelah perubahan Rp254.559.303.682,23 

 
 g. Belanja Bantuan Keuangan 
  1) Semula Rp. 97.202.540.649,63  

  2) Bertambah Rp. 36.068.255.000,00 
 

  Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
perubahan Rp133.270.795.649,63  

 
 h. Belanja Tidak Terduga 

  1) Semula Rp. 31.212.217.312,00  
  2) Berkurang Rp. (21.000.000.000,00)             

 

  Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 
Rp10.212.217.312,00 

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf  b terdiri dari jenis belanja: 
 a. Belanja Pegawai 
  1) Semula Rp.  53.622.144.158,00  

  2) Bertambah Rp.    4.380.050.300,00 
 

  Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan        
Rp58.002.194.458,00 
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 b. Belanja Barang Jasa 

  1) Semula Rp. 1.002.283.552.658,58  
  2) Bertambah Rp.    453.919.437.919,69 

 
  Jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan 

Rp1.456.202.990.578,27 

 
 c. Belanja Modal 

  1) Semula Rp. 531.127.521.281,26  
      

  2) Bertambah Rp. 275.399.429.229,70 
 

  Jumlah Belanja Modal setelah perubahan           

Rp806.526.950.510,96 
 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam       

Pasal 1 terdiri dari :   

 a. Penerimaan 
  1) Semula Rp. 456.348.101.486,25 

  2) Bertambah Rp. 215.482.647.954,59 
 

      
  Jumlah Penerimaan setelah perubahan               

Rp671.830.749.440,84 

   
 

 b. Pengeluaran 
  1) Semula Rp. 15.500.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.        - 
 

      
  Jumlah Pengeluaran setelah perubahan              

Rp15.500.000.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :  
 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 
  1) Semula Rp. 396.348.101.486,25  
  2) Bertambah Rp. 215.482.647.954,59 

 
  Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan 
Rp611.830.749.440,84  

 
 b. Pencairan Dana Cadangan 
  1) Semula Rp. 60.000.000.000,00 

  2) Bertambah Rp.                - 
 

      
  Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah 

perubahan Rp60.000.000.000,00  

mailto:=@sum(C61:C66)
mailto:=@sum(C71:C74)
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 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 
  1) Semula Rp.                - 

  2) Bertambah Rp.                - 
 

      

  Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan setelah perubahan Rp.- 

   
 d. Penerimaan Pinjaman Daerah 

  1) Semula Rp.                -  
  2) Bertambah Rp.                -  
      

      
  Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah 

perubahan Rp.- 
 

 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
  1) Semula Rp.           - 
  2) Bertambah Rp.           - 

 
      

  Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
setelah perubahan Rp. – 

 
 

 f. Penerimaan Piutang Daerah 

  1) Semula Rp.           - 
  2) Bertambah Rp.           - 

 
      

  Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah 
perubahan Rp. – 

 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :    
 a. Pembentukan Dana Cadangan 

  1) Semula Rp. 15.000.000.000,00  
  2) Bertambah Rp.             - 

 
      
   

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah 
perubahan Rp15.000.000.000,00  

 
 

 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
  1) Semula Rp.            -  
  2) Bertambah Rp.            - 

 
      

  Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah setelah perubahan Rp. - 
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 c. Pembayaran Pokok Utang 

  1) Semula Rp. 500.000.000,00  
  2) Bertambah Rp.            - 

 
      
  Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah 

perubahan Rp500.000.000,00 
 

 d. Pemberian Pinjaman Daerah  
  1) Semula Rp.           - 

  2) Bertambah Rp.           - 
 

  Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah 

perubahan Rp.- 
 

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran    I Ringkasan Perubahan Anggaran   
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

2. Lampiran   II Ringkasan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

 
3. Lampiran  III Rincian Perubahan APBD 

menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 
 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Perubahan Belanja 

menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program 

dan Kegiatan; 
 

5. Lampiran   V Rekapitulasi Perubahan Belanja 
Daerah  untuk Keselarasan dan 
keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

6. Lampiran  VI Daftar Perubahan Jumlah 
Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

 
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 
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8. Lampiran VIII.1 
dan 

VIII.2 

Daftar Kegiatan–kegiatan tahun 
anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan 
dianggarakan kembali dalam 

tahun anggaran ini; 
 

9. Lampiran  IX Daftar Pinjaman Daerah dan 

Obligasi Daerah. 
 

 
Pasal 6 

 
Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
 

 
Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung. 
 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 15 September 2016 
 

 BUPATI BANDUNG, 
  

 ttd 
  
  

 DADANG M. NASER 
  

  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 15 September 2016 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd  
  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 
13 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA 
BARAT : ( 13/291/2016) 


